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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -1- 2018
Nomor : 120 - 48/GSB - 2018

Tanggal 4 Januari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2017-2037
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu
Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

c. Nama : DARMAWI.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rékyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : JI. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.



Mengingat :

1.

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-
Daerah Swataritra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679];
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata
Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5160);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008
tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008
tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2008
tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/PERMEN-
KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pualau-
Pulau Kecil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 27); |
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Rliang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 79);



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 melalui
tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun
2017-2037 sebagaimana terlampir, kami setujui untuk disepakati
menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama

ini.
GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT d PROVINSI SUMATERA T

Ketua
) 3
PRAYITINO HEN A ;

GUSFARD /GA&S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMAT BARAT

NIP. 19640930 198602 1002
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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -2- 2018

Nomor : 120 ~-49/GSB - 2018

Tanggal 15 Februari 2018

TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB])
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua
Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

d. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: HENDRA IRWAN RAHIM.
: KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: DARMAWIL.
: WAKIL KETJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: GUSPARDI GAUS
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT .
. JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: IRWAN PRAYITNO
: GUBERNUR SUMATERA BARAT
: Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat.



Mengingat :

1.

2.

10.

Pasal 18 Ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);



11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 30);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 Nomor 1;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir, kami setujui untuk
disepakati menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama
ini.

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA
1 SUMATERA BARAT q PROVINSI SUMATERA BARAT

(W | A —

IRWAN PRAY[INO

H

GUSPARDIEAL)%

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

NIP. 19640980 198602 1002
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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -3- 2018
Nomor : 120 - 50/GSB - 2018

Tanggal 15 Februari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua
Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

c. Nama : DARMAWI.
Jabatan ¢ WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : JI. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.



Mengingat :

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19358
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat -dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat
pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.



Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana
terlampir, kami setujui untuk disepakati menjadi peraturan daerah
Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama
ini.

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT O( PROVINSI SUMATERA BARAT//.
Ketua,
( —
PRAYINO HENDRA IRWAN RAHIM

GUSPARD! (*AUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMA' BARAT

IS
NIP. 19640930/198602 1002
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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -4 2018

Nomor : 120 -51/GSB - 2018

Tanggal 15 Februari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018-2038

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua
Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

d. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: HENDRA IRWAN RAHIM.
: KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: DARMAWI.
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: GUSPARDI GAUS
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: J1. Khatib Sulaiman Nc. 87 Padang '

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: IRWAN PRAYITNO
: GUBERNUR SUMATERA BARAT
: J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat.



Mengingat :

1.

2.

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat Tahun
2018-2038 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat
pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.



Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Industri
Sumatera Barat Tahun 2018-2038 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana
terlampir, kami setujui untuk disepakati menjadi peraturan daerah
Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama
ini.

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT &\ PROVINSI SUMATE ARAT/ ).
\ W Ketua,
-_—
WAN PRAYITNO HENNRA IBWAN RAHIM

W

ARKADIUH Ot. INTAN BANO

GUSPARD/ G&S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD

NIP. 19640930 198602 1002



SUMATERA BARAT

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor: 120 -5 -2018
Nomor : 120 - 52 /GSB - 2018

Tanggal 28 Februari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT-ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun
Dua Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

¢. Nama : DARMAWI.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT -

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.



e b5t

-

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan
sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
sebagaimana terlampir, kami setujui untuk disepakati menjadi
peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sampah Regional
sebagaimana terlampir, kami setujui untuk disepakati menjadi
peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama
ini.

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT O PROVINS] SUMATERA BARAT

W\ 2
WwAYI NO HEND

GUSPARDI G}‘US

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD

NIP. 19640930 198602 1002
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NOTA PERSETUJUA}N BERSAMA
ANTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAD
GUBERNUR SUMAIERA BARAT

: Nomor : 120 - 6 -2018
| Nomor : 120 -53/GSB - 2018

Tanggal 28 Febr\Lari 2018
|
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL
UNTUK DITETAPKAN MENJAD} PERATURAN DAERAH

1 | ! ‘

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun
Dua Ribu Delapan Belas, dalam Rarat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumlatera Barat, kami yang bertand
tangan dibawah ini : i ‘
1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.

Jabatan : KETUA DPRD PT?OVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama | : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.

Jabatan !
Alamat Kantor

: WAKIL KETUA DERD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: Jl. Khatib Sulah‘inan No. 87 Padang.

c. Nama : DARMAWI. l
Jabatan : WAKIL KETUA DFPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d.} Nama : GUSPARDI GAUS

| | Jabatan |

Alamat Kantor

: WAKIL KETUA DED PROVINSI SUMATERA BARAT
: JL. Khatib Sulaitman No. 87 Padang '

Selanjutnya bertindak untuk dan ata§ nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

|
Selanjutnya bertindak untuk dan
' Sumatera Barat.

: GUBERNUR SUMATERA BARAT

: IRWAN PRAYITN‘F
: J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

atas nama Pemerintah Provinsi

|

|
|



Mengingat :

1.

2.

| iss);
' 10, Peraturan

Pasal 18 ayat (6)
945, |

Undang-Undang Nomor 61 Tahun

Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun

1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat I Sumate
Undang-Undang (Lembaran Negara

ra Barat, Jambi dan Riau sebagai
Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1646},
Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang' Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tamba
Indonesia Nomor 5059);

han Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2b14 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah bebera

SIEJembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587)

kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntarfg Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014/ tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

;

Tambahan Lembaran Negara Republi
. Peraturan Pemerintah Nomor 81 fahun 2012 tentang Pengelolaan

Indonesia Nomor 5679);

Sampah Rumah Tangga Dan Sampa{h Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indoﬁesia Tahun 2011 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor.esia Nomor 5347);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahlin 2017 Tentang Kebijakan dan

Strategis Nasional Pengelolaan Sam!pah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Le
Tahun 2017 Nomor 223);

!

rhbaran Negara Republik Indonesia

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011

tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

| : 3 )
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sampah dalam Penanganan
Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012 -

2032 (Lembaran Daerah tahun 20
Daerah Nomor 79).

2 Nomor 13 Tambahan Lebaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

secara bersama telah melakukan

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat tentang Pengelolaan Sampah

Iéegional untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana

}

diatur pada peraturan perundang-undangan.

|
| ‘
1 | | 2
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Hasil pembahasan bersama terhaddp Rencangan Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat tentang
sebagaimana terlampir, kami sety

Pengelolaan Sampah Regional
gjjui untuk disepakati menjadi

peraturan daerah Provinsi Sumaterq Barat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun se{bagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama

GUBERNUR DEWAN
SUMATERA BARAT i PR

S\ -
WA )BMYIT O
.

i

Salinan sesuai dengan aslinya

| | SEKRETARIZ DPRD -

NIP. 19640930 198602 1002

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
OVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

15
GUSPARDI GAUS
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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

- ANTARA

DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

II

DENGAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT
|

Nomor : 12047 - 2018

Nomor : 120 -54

GSB - 2018

Tanggal 28 Februari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG

PERSEROAN TERBATAS (PT)
UNTUK DITETAPKAN MENJA

tN DALAS TUAH SAKATO

I PERATURAN DAERAH

i

Pada hari| ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun
Dua Ribu Dela}lan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat berte pat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Nama ‘
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

d. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: HENDRA IRWA
: KETUA DPRD|PROVINSI SUMATERA BARAT.
: J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: ARKADIUS Dt.
: WAKIL KETUA ]
: Jl. Khatib Sul

: DARMAWI.
. WAKIL KETUA
: Jl. Khatib Sul

: GUSPARDI G/
. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

N RAHIM.

INTAN BANO.
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
aiman No. 87 Padang.

i

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
aiman No. 87 Padang.

AUS

| i
Selanjutnya bertindak untuk dan a‘tas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: )Selanjutnya,* bertindak untuk dat

' 'Sumatera Barat.

: IRWAN PRAYITNO
: GUBERNUR SUMATERA BARAT
: J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

) atas nama Pemerintah Provinsi



Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, | f

2. Undang-Unaang Nomor 61 Tahun [1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat ‘iI Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

, i1646); | .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Ta un 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung jawjban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Re?ublik Indonesia Taht%n 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Negara Republik Indones*a Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
eraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
ﬁahun 2011 Nomor 82 Tambahan {Negara Republik Indones1a Nomor

5234); ;

7. Undang-Undang Nomor Tahun 23 ’lfahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Rtjpublik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nofnor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Némor 23 Tahun 2014l tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republtlf Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negaﬁa Republik Indonesia Tahun 2005

h\lomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



9.Peraturan Menteri Dalam Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya

PROVINSI SUM

NIP. 196409 O|198602 1002

i

!

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

: e
, .

Dewan Perwakilan Rékyat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat\

Provinsi Sumatera Barat dan

secara bersama telah menyetujui

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendirian

Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah.

|

| . i
!

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat Edi Padang pada hari, tanggal, bulan

dan tahun sebagaimana disebut pacia awal Nota Persetujuan Bersama

ini.

GUBERNUR DEWAN

t . SUMATERx“\ BARAT P
| )L;&j" /: -~

IR Al\ngAYI NO

SEKRETARIS DPRD
BARAT

RAFLIS

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ROVINSI SUMATERA BARAT |




SUTARTEAR BARAT

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor: 120 -8 - 2018
Nomor : 120 -55/GSB - 2018

Tanggal 28 Februari 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) DINAMIKA SUMBAR JAYA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun
Dua Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

c. Nama : DARMAWI.
Jabatan 1 WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : JlL Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.



Mengingat :

1

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama

ini.

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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SUMATERA BARAY

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 9 -2018

Nomor : 120 -56/GSB - 2018

Tanggal 26 Maret 2018

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua

Ribu Delapan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
a. Nama

1.

C.

Jabatan
Alamat Kantor

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: HENDRA IRWAN RAHIM.
: KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: DARMAWI.
. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

: GUSPARDI GAUS
: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: IRWAN PRAYITNO
: GUBERNUR SUMATERA BARAT
: J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.



Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang
Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui tingkat-tingkat

pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.



Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana terlampir, kami setujui untuk disepakati menjadi
peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama

ini.
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